
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2007 tcntang Pedornan 
teknis pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 
dinyatakan bahwa penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit 
Kerja, harus merneriuhi persyaratan substantif, teknis, 
administratif: 

b. bahwa berdasarkan Pasal l J Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nornor 61 Tahun 2007 tentang Pedornan 
teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Urnurn Daerah 
dinyatakan bahwa pcrsyaratan adrninistratif sebagairnana 
dimaksud daJam Pasal 4 terpenuhi, apabila SKPD atau unit 
kerja mernbuat dan rnenyampaikan dokumen yang rneliputi 
antara lain pola tata kclola; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana ctimaksud 
daJam huruf a da.n huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tenta.ng Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah 
Kotapinang. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndoncsia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran [Lernbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

6. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4868); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063); 

8. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 terrtang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5072); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perncrintahan 
Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanari Umum. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagairnana telah diubah dcngan Pcraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraruran 
Pemcrintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahao Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Fahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4598); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja tnsransi Pernerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



Penyusunan 
yang wajib 

Nomor 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
340/MENKES/PER/111/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sa.kit; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 755/Menkes/ 
Per /IV/ 2011 ten tang Penyelenggaraan Ko mite Meclik di Rumah 
Sakit; 

27. Kcputusan Menteri Kesehatan Nornor YM.00.03.2.2.626 tanggal 
9 Mei 2001 tentarig Pcmberian Status Akreditasi 5 (Lima) 
Pelayarran Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang 
Kabupaten Labuhanbatu Sela.tan; 

28. Keputusan Mcntcri Kesehatan 
228/Mcnkes/SK/TTT/2002 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 
dilaksanakan daerah; 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
pernbagian Urusan Pemerintahan antara pernerintah, 
Pernerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraruran Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri SipiJ (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5135); 

18. Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas 
Pelayanan Publik; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 
lndonesia Nomor PER/02/M.PAN/ l /2007 tentang Pedoman 
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan lnstansi Pernerintah 
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Um um; 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah; 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar 
pelayanan minimal; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan 
umum daerah; 

23. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 79 
Tahun 2007 tcntang pcdoman penyusunan rencana 
pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

24. Peraturan Mcnteri Kesehatan Nomor 
l 47 /MENKES/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbaru Selatan. 
2. Pernerinrah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pcnyclenggara 

Pernerintaban Daerah yang mem.impin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang menjadi kcwenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan . 
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Kotapinang. 
5. Direktur adalah Dircktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang. 
6. Sadan Layanan Umum Daerah Kotapinang yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan 
kcrja perangkat daerah dilingkunga.n pcmerintah daerah yang d.ibentuk 
untuk mernberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 
barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutarnakan keuntungan clan 
dalarn rnelakukan kegiatannya didasarkan pada pri.nsip efisiensi clan 
produktivitas. 

7. Tata kelola Rumah Sak.it (Hospital By Laws) adalah Peraturan Organisasi 
Rumah S.akil (Corporate By La.ws) dan per-at ur-ao internal, Sta.f Medis 
(Medical Staff By Daws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata 
kelola perusahaan yang baik ( Good Corpo,.ate Gove111ance) dan tata kelola 
klinis yang baik (Good Clinical Governance). 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RUMAfl SAIGT 
UMUM DAERAH KOTAPINANG. 

Menetapkan 

32. Keputusan Mentcri Kesehatan Nomor HK.0706/lll/ 1906/2009 
tentang Pernberian izin Penyelenggaraan Ru.mah Sakit Umum 
Daerah Nama "Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang 
Kabupataen Labuhanbatu Selatan"; 

33. Kepurusan Menteri Kesehatan Nomor 
1476/MENKES/SK/X/2010 rentang Penetapan Kelas B Rumah 
Sakit Urnum Daerah Kotapinang Kabupataen Labuhanbatu 
Sela tan; 

34. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Rumah Sakit Umurn Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan (Bcrita Daerah Kabupaten Labuhanbaru 
Selatan Tahun 2016 Nornor 45). 

Kcsehatan Norn or 
tentang Persyaratan Kesehatan 

30. Keputusan Menteri 
1240/MENKES/SK/X/2004 
Lingkungan Rumah Sakit; 

31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
129/MENKES/SK/ll/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rurnah Sakit; 

29. Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/Vl/2002 
tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By 
Laws); 



8. Tata kelola (Corporate By Laws) adalah peraruran yang mengatur 
hubungan antara pernerintah Daerah sebagai pemilik dewan pengawas, 
pejabat pengelola dan staf medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, 
tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya rnasing-masing, 

9. Tata kelola staf mcdis (Medical Sta] By Laws) adalah peraturan yang 
mengatur tentang Iungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan 
clan hak dari staf medis dirurnah sakit. 

J 0. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerab yang selanjutnya 
disingkat PPK-BLUD aclalah pola pengelolaan keuangan yang mcmberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk rncnerapkan praktek-praktek bisnis 
yang schat untuk meningkatkan pclayanan kepada masyarakat dalam 
rangka mernajukan kesejahteraan urnum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
pada umumnya. 

11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pernimpin, pejabat 
keuangan, clan pejabat teknis yang sebutannya discsuaikan dengan 
nomenklatur yang berla.ku pada BLUD yang bersangkutan. 

12. Pejabat pelaksana keuangan dau pejabat pelaksana teknis adalah kepala 
bagian atau kepala bidang dan kepala sub bagian at.au kepala seksi. 

13. .Jabatan fungsional adalah kedudukan yang merrunjukkan tugas, tanggung 
jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalarn satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya diclasarkan pada keahlian 
dan atau keterampilan tcrtcntu serta bersifat rnandiri. 

14. Standar pelayanan minimal yang sclanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tcntang jenis clan rnutu pelaya.na.n dasar yang mcrupakan 
urusan wajib daerah yang bcrhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

15. Rencana strategis bisnis .yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokurnen 
lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran 
pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional. 

16. Rencana bisnis clan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokurnen perencanaan bisnis clan penganggaran tahunan yang berisi 
program, kegiatan, target kinerja clan anggaran. 

17. Dokurnen pclaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumcn yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jurnlah 
clan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan clan/a.tau digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pclayanan kesehatan yang 
di.berikan kepada seseorang dalarn rangka promotif, preventatif, kuratif dan 
rehabilitatif. 

19. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, clan dokter gigi 
spesialis terdiri dari staf Medik struktural dan Staf Meclik Fungsional. 

20. Star Medis adalah dokter, dokrer gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi 
spesialis yang bekerja puma waktu maupun paruh waktu diunit pelayanan 
rumah sakit. 

21. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disi.ngkat SMF adalah kclompok 
Staf Medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliarmya. 

22. Dewan pengawas badan layanan umum dacrah yang selanjutnya disebut 
dewan pengawas adalah perangkat yang bertugas rnelakukan pengawasan 
terhadap pcngclolaan badan layanan umum daerah. 

23. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya keschatan, 
yaitu rawat jalan, rawat irtap. gawat darurat, rawat intensif, kamar opersi, 
kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi meclis clan lain-Jain. 

24. Unit kerja adalah tempal staJ administrasi, staf medis, profesi kesehatan 
clan profesi lainnya yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk 
instalasi, unit dan lain-lain. 



Pasal 3 
(1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a, 

menggarnbarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, 
kewenangan dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang bcrlaku. 

(l) Tata kelola merupakan peraturan internal rumah sakit (Hospital By laws) 
yang terdiri dari tata kelola korporasi ( Corporate By Laws) dan tata kelola Staf 
Medis (Medical Staf By laws) yang didalamnya memuat: 
a. Struktur organisasi; 
b. Produser kerja; 
c. Pengelompokan fungai-fungsi yang logis; dan 
d. Pengelolaan sumber daya manusia. 

(2) Tata kelola sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memperhatikan pnnsip­ 
prinsip sebagai berikut: 
a. Transparansi ; 
b. Akuntabilitas ; 
c. Responsibilitas; dan 
d. fndependensi. 

Pasal 2 

BAB II 
TATA KELO!A 

25. Komite rurnah sakit adalah perangkat yang dibentuk dengan kcputusan 
dircktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas 
tertentu. 

26. Komite medik adalah perangkat rumab sakit untuk rnenerapkan tata kelola 
klinis (clinical governance) agar staf medis dirurnah sakit terjaga 
profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan rnutu profesi 
medis dan perneliharaan etika dan disiplin profesi medis. 

27. Kewenangan klinis ( Clinical Preuilege) adalah hak khusus seorang staf 
medis untuk melakukan sekelornpok pelayanan medis terteritu dalarn 
Jingkungan rumah sakit untuk suatu periodc tertentu yang dilaksanakan 
berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointm.entj. 

28. Periugasan klinis (Clinical Appointm.em) adalah penugasan Direktur rumah 
sakit kepada seorang staff medis untuk rnelakukan sekelornpok pelayanan 
medis dirurnah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telab 
diterapkan baginya. 

29. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis unruk menentukan 
kelayakan dibcrikan kewenangan klinis (clinical privilege). 

30. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staff medis yang telah 
memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan 
kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. 

31. Audit medis adalah upaya evaluasi sccara profesional terhadap mutu 
pelayanan medis yang diberikan kcpada pasien dengan mcnggunakan 
rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis. 

32. Saruan pengendalian internal adalah perangkat rurnah sakit yang bertugas 
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka 
mernbantu direktur untuk rneningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan 
pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam 
rnenyelenggarakan bisnis yang sehat. 

33. Mitra bestari (peer Group) adalah sekelompok Staf Medis dengan reputasi 
dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala haJ yang terkait 
dengan frofesi medis. 



Bagian Kedua 
Visi, Misi dan Tujuan 

Pasal6 
(1) Dalam rangka merrunjukkan pelayanan yang optimal dan profesiooal, RSUD 

Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan rnenetapkan vis] "Menjadi 
Rumah Sakit dengan Pclayanan Prima Pilihan Utama Masyarakat 
Labuhanbatu Selatan ". 

(2) Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
Misi BLUD Rumah Sakit Urnurn Daerah Kotapinang unruk: 
a. meningkatkan profesionalisme, kornperensi surnber daya manusia Rumah 

Sakit Umum Kotapinang yang memiliki integritas dan religius. 

BABW 
TATA KELOLA KORPORASI 

Bagian Kesatu 
ldentitas 
Pasal 5 

RSUD Kotapinang merupakan Rumah Sakit milik pcmerintah Kabupaten 
Labuhanbaru Selatan, dengan identitas sebagai berikut : 
a. Nama Rumah Sakic : Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang 
b. Jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umurn 
c. Kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Urnum Daerah Kelas C 
d. Alarnat Rumah Sakit : Jalan lstana No. 26 Kotapinang 

Pasal 4 

(1) Transparansi scbagaimana dirnaksud daJam PasaJ 2 ayat (2) huruf a, 
merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga 
mendapatkan kepercayaan, 

(2) Akuntabilitas sebagaimana dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf b, rnerupakan 
kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rurnah sakit agar 
pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Responsibilitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayar (2) huruf c, 
merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalarn peogelolaan organisasi 
terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan. 

(4) lndependensi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf d, 
merupakan kernandirian pengelolaan organisasi sccara profesional tanpa 
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang 
sehat. 

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (l) huruf b, 
menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan 
fungsi dalam organisasi. 

(3) Pengelompokan fungsi logis sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) 
huruf c, menggarnbarkan pembagian yang jelas dan rasional antara Iungsi 
pelayanan dan fungsl pendukung yang sesuai dengan prinsip pengcndalian 
intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. 

(4) Pcngelolan strmber daya manusia sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf d, merupakan pengaturan da.n kebijakan yang jelas mengenai 
surnber daya manusia yang berorienrasi pada pemcnuhan secara kuantitatif 
dan kualitatif untuk rnendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, 
efektif, dan produktif. 



Pasal 8 
(1) RSUD Kotapinang adalah unsur penunjang Pernerintah Daerah dibidang 

Kesehatan, dipimpin oleh seorang Dircktur yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Keempat 
Kedudukan, Togas dan Fungsi 

b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum sesuai 
standar nasional dan internasional dengan prinsip kcnyarnanan dan 
keselamatan. 

c. meningkatkan kesejahtcraan sumber daya manusia Rurnah Sakit Umum 
Daerah Kotapinang, pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

d. meningkatkan pelayanan yang berkualitas, transparan, bersih, ramah, 
aman dan nyaman serta lingkungan yang sehat bernuansa Go Green. 

c. Meningkatkan pelayanan sebagai Rurnah Sakit Rujukan di Wilayah Kerja 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekitarnya. 

(3) Untuk rnencapai visi clan misi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), RSUD Kotapinang rnernpunyai tujuan strategis: 
a. rneningkatkan kualitas manajemen clan profesionalisme untuk 

mcwujudkan kernandirian rurnah sakit sebagai BLVD; 
b. meningkatkan kualitas pclayanan dalam rangka mencapai standar rumah 

sakit inrernasional; 
c. rnengembangkan produk pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan; 
d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan 

penelitian. 
(4) Misi RSUD Kotapinang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat ditinjau 

kembaJi untuk disesuaikan dcngan perkernbangan keadaan dan kebutuhan 
pencapaian visi. 

(5) Perubahan misi RSUD Kotapinang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diusulkan oleh direktur dan ditctapkan dalam Peraturan Bupati. 

(6) RSUD Kotapinang wajib mensosialisasikan visi, misi dan tujuan strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (3) kepada staf 
internal, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat luas, 

Bagian Ketiga 
Motto dan Nilai-Nilai Dasar 

Pasal 7 
(l) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit 

Menerapkan moro "Ramah, Bersahabat dan Profesional", 
(2) Penerapan moto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi nilai-nilai 

dasar Rumab Sakit, yang meliputi: 
a. Ramah 

Setiap Sumber Daya rnanusia Rurnah Sakit Umum Daerah Kotaplnang 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan aktifitas selalu 
bersikap ramah dalam melayani pengunjung. 

b. Bersahabat 
Bersikap Penuh keterbukaan, peduJi dan saling menjaLin kepercayaan, 

c. Profesiona1 
Dalarn melaksanakan pelayanan selalu mengacu pada keilrnuan sesuai 
dcngan profesi masing-rnasing. 



(1) Perubahan susunan jabatan dan penempatan pejabat pengelola rurnah sakit 
ditetapkan berdasarkan kompetensi dan keburuhan praktik bisnis yang 
sehat. 

Pasal 12 

(1) Perubahan susunan pejabat pengclola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 dapat dilakukan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah 
melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan, 

(2) Perubahan susunan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilctapkan oleh Bupati. 

Pasal 11 

kcpada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
keuangan rumab sakit secara urnum dan 

Direktur bercanggungjawab 
tcrhadap operasional dan 
keseluruhan, 

(1) Pejabat pcngelola RSUD Kotapinang dipcgang oleh Direktur. 
(2) 

Pasal 10 

Bagian Keenarn 
Pejabat Pengelola 

Pasal 9 
(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kclangsungan hidup, 

perkembangan dan kernajuan rurnah sakit sesuai dengan yang diharapkan 
oleh masyarak.at. 

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pernerintah dacrah berwenang: 
a. menetapkan peraturan tentang tata kelola rumah sakit dan pedoman 

penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit; 
b. mcngangangkal dan rnemberhentikan pejabat pengelola, pejabat 

struktural dan dewan pengawas: 
c. rnernbctuk tim pembina Dewan Pengawas; dan 
d. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai kinerja Rumah 

Sakit baik rnenyangkut kinerja keuangan maupun non keuangan. 
(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah 

Sakit yang bukan karena kesalahan dalarn pcngelolaan dan setelah diaudit 
secara independen. 

(2) RSUD Kotapinang mernpunyai tugas mernbantu Bupati dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pelayanan mcdis, perawatan, 
pencegahan, peningkatan, pemulihan dan rehabilitasi, pelayanan kesehata.n 
bagi jamaah haji dan masyarakat umum. 

(3) RSUD Kotapinang rnenyelenggarakan Iungsi : 
a. penyelenggaraan perurnusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 

Rumah Sakit dan Kesehatan, 
b. penyelenggaraan pernberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dibida.ng Pengelolaan Rumah Saki! dan kcsehatan; 
c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan 

rumah sakit dan kesehatan; 
d. pcnyelenggaraan pelayanan kesehatan; 
e. penyclenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kelima 
Kedudukan Pemerintah Daerah 



(I) Dircktur rnernpunyai cugas membantu Bupati dan rnernirnpin pengelolaan 
Rumah Sakit, menyusun kcbijakan operasional, pernbinaan, koordinasi, 
pengawasan/pengendalian rurnah sakit dan pelayanan kesehatan. 

(2) Direktur mcmpunyai kewenangan: 
a. penyusun dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka 

pelaksanaan tugas: 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; 
c. pernberian dukungan atas pcnyelenggaraan pernerintah daerah di bidang 

managemen rurnah sakit: 
d. pembinaan dan pelaksanaan rugas di bidang pelayanan kesebata.n; 
e. pengkoordinasian, integrasi, singkronisasi dan sirnplikasi baik dalam 

lingkungan rumah sakit maupun instansi-instansi di luar sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing; 

f. pengendalian, pembagian rugas, pernberian petunjuk, pembinaan, 
pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan rumah sakit dan menyampaikan laporan; 

g. Mengusulkan pengangkatao dan pemberhentian pejabat pengelola 
dibawah direkrur kepada Bupati; 

h. Memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan 
berlaku; 

1. pcmberian saran dan pertimbangan kepada Bupati se suai dengan bidang 
tugasnya; dan 

J. pelaksaria tugas lain yang dibcrikan oleh Bupati. 

Pasal 17 

Paragraf Kctiga 
Togas, Wcwcnang dan Fungsi Pejabat Pengelola 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah : 
a. seorang tenaga medis yang rnernenuhi syarat perundang-undangan yang 

berlaku, integritas, dan pengaJaman dibidang perumahsakitan; 
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk rnengernbangkan usaha guna 

kernandirian rumab sakit; 
c. rnarnpu memimpin, rnelaksanakan koordinasi serta pengendalian dan 

pengawasan: 
d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan 

praktek bisnis yang sehat dirumah sakit; dan 
e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian; 

Pasal 13 

Paragraf Kedua 
Persyaratan Menjadi Direktur 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemarnpuan 
dan keahlian berupa pengetahuan, keterarnpilan dan sikap perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) 
mcrupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi 
scsuai kernampuan keuangan Rumah Sakit. 

(4) Pejabat Pengelola Ruman Sak.it diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 



(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleb pejabat pengelola sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dewan pengawas berkewajiban: 
a. mernberikan pendapat dan saran kepada direktur dalam menyusun rencana 

bisnis anggaran (RBA); 
b. mengikuti perkembangan kegiatan rurnah sak.it dan memberikan pendapat 

serta saran kepada Bupati terhadap setiap masalah yang dianggap penting 
bagi pengetolaan rumah sakit; 

c. rnelaporkan kepada Bupati tentang kinerja rumah sakit; 

Pasal 23 

(1) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direkrur, 

(2) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang yang 
terdiri dari l (satu] orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang 
anggota. 

(3) Dalam hal ketua berhalangan tetap maka Bupati mengangkat salah satu 
anggota dewan pengawas untuk menjadi ketua hingga masajabatan berakhir. 

(4) Dewan perigawas bertanggungjawab kepada Bupati, rnelalui Tim pembina 
dewan pengawas. 

(5) Bila terjadi kekosongan anggota dewan pengawas maka dapat diangkat 
anggota baru untuk mcnjadi dcwan pengawas. 

Paragraf Kcsatu 
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas 

Bagian Kctujuh 
Pernbentukan Dewan Pengawas 

Pasal 22 

Direktur dapat diberhentikan karena : 
a. meninggal dunia; 
b. rnemasuki usia pensiun; 
c. berhalanga.n secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; 
d. mclanggar rnisi, kebijakan aiau ketenruan-ketentuan lain yang tclab 

digariskan; 
e. rnengundurkan diri karena alasan yang patut; 
f. prornosi dan/atau mutasi jabatan; dan 
g. terlibat dalam suatu pcrbuatan melanggar hukum. 

Pasal 21 

Paragraf Keernpat 
Pernberhentian Direktur 

(3) Untuk mclaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur bertanggungjawab alas: 
a. kebenaran kebijakan rumah sakit; 
b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rurnah sakit; 
c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan 

secara laporan kegiatannya; dan 
d. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. 



Paragraf Keernpat 
Sekretaris Dewan Pengawas 

Pasal26 
(1) Bupati dapat mengangkat sekretariat dewan pengawas untuk mendukung 

kelancaran tugas dewan pengawas. 

PasaJ 25 
(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 3 (Liga) tahun, dan 

dapat diangkat kembali untuk suatu kali masa jabatan berikutnya. 
(2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelurn waktunya oleh Bupati. 
(3) Pernberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

apabila: 
a. tidak dapat melaksa.nakan tugasnya dengan baik; 
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit; atau 
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melak:ukan tindak pidana dan/atau 

kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas 
r'urnah sakit. 

Paragraf Kctiga 
Masa Jabatan Dewan Pengawas 

Pasal24 
(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur : 

a. pejabat perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit; 
b. pejabat dilingkungan saruan kerja pengelola keuangan daerah; dan 
c. Pejabat dilingkungan Satuan Kcrja Pengawas Daerah 

(2) Pengangkatan a.nggota dcwan pengawas tidak bersarnaan waktunya dengan 
pengangkatan pejabat pengelola. 

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu: 
a. memiliki dedikasi dan memaharni rnasalah-rnasalah yang berkaitan 

dengan kegiatan rurnah sakit, serta dapat rnenyediakan unruk 
rnelaksanakan tugasnya; 

b. rnampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan 
pailit atau tidak perriah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau 
dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu 
badan usaha pailit atau ti.dak pernah melakukan tindak pidana yang 
merugikan daerah; 

c. mernpunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya 
manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 

Paragraf Kedua 
Keanggotaan Dewan Pengawas 

d. memberikan pengarahan kepada pejabat pengelola dalarn rnelaksanakan 
pengelolaan rurnah sakit; 

c. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan rnaupun non 
keuangan, serta memberikan sarana dan catatan-catatan penting untuk 
ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola rumah sakit; 

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan 
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Pembina 

Dewan Pengawas. 
(3) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan secara 

berkala paling sedikit satu ( 1) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu 
apabila cliperlukan. 



( 1) Staf fungsional tcrdiri dari : 
a. Staf Medis Fungsional (SMF) 
b. Staf Keperawatan Fungsional; dan 
c. Staf Fungsional lainnya. 

(2) Sraf Media Pungsional (SMI") scbagairnaria dimak::;ud pada ayat (1) huruf a, 
merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokrer, dokter spesialis, dokter 
gigi da.n dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi 
diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan 
pemulihao kcseharan, penyuluhan keschatan, pendidikan dan latihan serta 
penelitian dan pengernbangan di instalasi dalarn jabatan fungsional; 

Pasal 30 

Paragraf Kcsatu 
Staf Fungsional 

Kcpala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, rnelaksanakan, 
memonitor dan mcngcvaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya 
masing-masing kepada Direktur melalui bidang yang membidangi. 

Pasal 29 

(1) JumJah dan jenis instalansi disesuaikan dengan kebutuhan dan kernampuan 
rumah sakit, 

(2) Perubahan jumlah dan jenis instalansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditctapkan dengan Keputusan Direktur, 

(3) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalansi dilaporkan secara 
tertulis kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah, 

Pasal28 

(1) Cuna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan clan pelatihan serta 
pcnelitian clan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan 
unit pelayarian fungsional. 

(2) Pembentukan .instalasi diatur dengan Peraruran Direktur. 

(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipirnpin oleh seorang kepala 
dalarn jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

(4) Instalasi mernpunyai tugas rnernbantu Direktur dalarn pcnyelenggaraan 
pclayanan fungsional sesuai dengan Iungsinya. 

(5) Kepala instalasi bertanggungjawab kepada Direktur melalui kepala bidang 
yang membiclangi. 

(6) DaJam melaksariakan kegiatan operasional pelayanan instalasi wajib 
berkoordinasi dengan biclang/bagian da.n/atau seksi/subbag terkair, 

(7) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional 
dan/atau tenaga non fungsional. 

Pasal 27 

Bagian Kedelapan 
Organisasi Pelaksana lnstalasi 

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bukan 
rnerupakan anggota dewan pengawas. 



(1) Komite rumah sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan 
Peraturan Direktur unruk tujuan dan tugas tertentu. 

(2) Rumah sakit sekurang-kurangnya memiliki komitc medik dan komite 
keperawatan. 

(3) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur. 

(4) Setiap kornite mernpunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar 
pclayanan profesi, memanrau pelaksanaan standar profesi, rnelaksanakan 
pernbinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam 
pengernbangan pela_yanan profesi. 

Pasal 33 

Bagian Kesepuluh 
Komite Rurnah Sakit 

(1) Untuk membantu Dircktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring 
dtbentuk satuan pengendalian internal. 

(2) Satuan pcngendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kelompok jabatan Iungsiorial yang bertugas mclaksanakan pengawasan dan 
monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit. 

(3) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan surnber daya rumah sakit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengawasi apakah kebijakan 
pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan unruk mencapai tujuan 
organisasi. 

(4) Satuan Pengendalian Internal dibcntuk dan ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur. 

(5) Satuan Pengendalian Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Direktur. 

Pasal 32 

Bagian Kesembilan 
Organisasi Pendukung Satuan Pengcndalian Internal 

(1) Jurnlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kcrja yang ada. 

(2) Jcnis dan jenjang jabatan Iungsional diarur sesuai keterituan peraturan 
peru ndang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas, sraf Iungsional dikelompokkan berdasarkan 
bidang keahliannya. 

Pasal31 

(3) StaI keperawatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas 
profesinya dalam rnemberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan 
fungsional. 

(4) Staf fungsional lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
merupakan tenaga fungsional diluar tenaga fungsional sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kctentuan peraruran perundang­ 
undangan. 



SMF berfungsi: 
a Melaksanakan kegiatan profesi yang komprenshif rneliputi promotif, prevcntif, 

kuratif dan rehabilitatif; 
b. Membuat rekarn medis sesuai Iakta, tepat waktu dan akurar; 
c. Mcningkatkan kernarnpuan profesi mclalui program pendidikan atau pelatihan 

berkelanjutan; 
d. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan 

medis, dan etika kedokteran: dan 
e. Me.nyusun, rnengurnpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan 

indikator mutu klinik. 

Pasal 38 

SMF Rumah Sakit sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berfungsi 
sebagai pelaksana pelayanan rnedis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan di bidang pelayanan medis, 

PasaJ 37 

(1) Keanggotaan kelompok SMF merupakan hal khusus (preuilege) yang dapat 
diberikan kepada dokter yang secara terus rnenerus mampu memenu.hi 
kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan. 

(2) Keanggotaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa 
rnernbedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, kcturunan, status ekonorni dan 
pandangan politisnya. 

Pasal 36 

Scmua staf mcdis yang mclaksanakan praktik kedokteran pada unit-unit 
pelayanan rumah sakit, termasuk unit-unit pelayanan yang mclakukao kerjasarna 
operasional dengan rurnah sakit, wajib rnenjadi anggota kelompok SMF'. 

Pasal 35 

(1) Untuk menjadi seorang anggota SMF' Rumah Sakit, seorang staf medis harus 
memiliki: 
a. Surat Tanda Registrasi (STR) 
b. Surat ljin Praktek (SIP) 
c. Togas Pcnugasan Kcwenangan Klinik; dan 
d. Kewenangan Klinik. 

(2) Sclain memenuhi syarat scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) staf medis harus 
memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku, moral dan ctika yang baik. 

Pasal 34 

Bagian Kesatu 
Staf Medis Fungsional Umurn 

BAB IV 
TATA KELOLA STAF MEDIS 

(5) Dalarn melaksanakan tugas, komite dapat mernbentuk sub kornite dan/atau 
panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur. 



(1) Terhadap pelaksanaan rugas dan fungsi SMF dilakukan penilaian kinerja oleh 
dircktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Evaluasi yang rncnyangkut keprofesian dilakukan oleh komite medik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43 

Kewajiban kelompok SMF meliputi: 
a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan rnedis, meliputi bidang 

administraai, manajerial dan bidang pelayanan medis; 
b. rnenyusun indikator untuk klinis; dan 
c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya. 

Pasal 42 

Tanggung jawab kelompok SMF meliputi : 
a. Melakukan evaluasi atas kinerja praktik dokter berdasarkan data yang 

konprenshif; 
b. Memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan 

kedokteran berkelanjutan; 
c, Memberikan masukan melalui ketua kornite rnedik kepada direktur mengcnai 

hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran; 
d. Memberikan laporan secara teratur minimal sekali dalam setahun rnelalui 

ketua komite medik kepada direktur atau bidang pelayanan medik dan 
pcnunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja 
praktik klinis, pelaksanaan program pengcrnbangan staf, dan lain-lain yang 
dianggap perlu; clan 

e. Melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen 
yang terkait. 

Pasal 41 

(1) Kelompok SMF dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih o\eh anggoianya. 
(2) Ketua ke\ompok SMF dapat dijabat oleh dokter Organik atau Dokter Mitra. 
(3) Pemiliban kerua kclompok SMF' diatur dengan mekanisme yang disusun oleh 

komite medik dengan persetujuan direktur. 
(4) Ketua kelompok SMF ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 
(5) Masa bakti ketua kelompok SMP adalah 2 [dua) tahun dan dapat dipilih 

kembali untuk l (satu) kali periode berikutnya. 

Pasal 40 

(l) Oalarn melaksanakan tugasnya sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 38 SMF' 
dikelompokkan sesuai bi dang spesialisasi/ keahliannya a tau mcnurut cara 
lain berdasarkan pertimbangan khusus. 

(2) Setiap kelompok SMF minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang 
keahlian sama. 

(3) Dalarn hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) tidak dapat 
dipenuhi maka dapat dibentuk kelornpok staf rnedis yang terdiri atas dokter 
dengan keahlian berbcda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu 
atau tugas dan kewcnangannya. 

Pasal 39 



(l) Untuk dapat diangkat kernbali sebagai SMF, harus terlebih dahulu 
rncngajukan pcrmohonan kepada direkrur dan sclanjutnya direktur dapar 
mengabulkan atau menolak pcrmohonan tersebut. 

(2) Dalam pengarnbilan keputusan untuk menerima atau menolak perrnohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur roeminta kornite medik untuk 
melakukan kajian kompetensi calon s'taf mcdis mclalui sub komitc kredensial 
staf medis. 

Pasal50 

SMF' yang sudah pcnsiun dapat diangkat kembali sebagai staf medis kontrak 
sepanjang yang bersangkutan rncmenuhi persyaratan. 

Pasal49 

Paragraf Kedua 
Masa Kerja Staf Med is Fungsional 

Pasal 48 
(l) Masa kerja SMF' sebagairnana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, sarnpai yang 

bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang­ 
undangan, 

(2) Masa kerja SMF sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 45 huruf b dan huruf c 
sesuai dengan perjanjian dan/atau keputusan Direktur. 

Pasal 47 
Peserta Program Pendidikan Doktcr Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter 
Gigi (PPDG) sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 45 huruf c yaitu Dokter/Dokter 
Gigi yang secara sah diterima sebagai peserta program pendidikan dokter, serta 
membantu mernberikan pelayanan kesehatan dalam bidangnya serta mempunyai 
hak dan kcwajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal46 
Staf Med is Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, yaitu dokter dari 
luar rurnah sakit yang ka:rena reputasi dan/atau keahliannya diundang secara 
khusus untuk membantu rncnangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani 
sendiri oleh staf mcdis yang ada dirumah sakit atau untuk mendemonstrasikan 
suatu keahlian tertentu atau teknologi baru, 

Pasal 45 
SMF sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 huruf a yaitu dokter spesialis, dan 
dokter gigi spe sialis yang telah tcrkait perjanjian dengan rumah sakit, ditetapkan 
berdasarkan keputusan pcnernpatan di rumah sakit oleh Dircktur. 

SMF Rumah Sakit terdiri dari : 
a. Staf Medis Fungsional (SMF) 
b. Staf Medis Tamu; dan 
c. Peserta PPDS/PPDG. 

(3) SMF yang memberikan pelayanan medik dan menctap di unit kerja tertentu 
secara Iurigsional rnenjadi tanggungjawab komite rnedik, khususnya dalam 
pembinaan masalah keprofesian. 

Paragraf Kesatu 
Kelompok Staf Mcdis Pungsional 

Pasal44 



(1) Komite medik mcmpunyai rugas meningkatkan profesionalisrnc staJ medis 
yang bekerja dirumah sakit dcngan cara: 
a. Melakukan kredensial bagi seluruh Staf Mcdis yang a.kan mcla.kukan 

pciayanan medik dirumah sakit; 

Pasal 55 

(1) Ketua komite medik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 53 ditctapkan oleh 
Direktur dengan rnernperhatikan masukan dari Sta! Mcdis. 

(2) Sekretaris komite medik dan kerua sub komite ditetapkan oleh direktur 
berdasarkan rekomendasi dari ketua sub komite medik dengan 
mernperhatikan masukan dari staf rnedis. 

(3) Keanggotaan kornite medik ditetapkan oleh direktur dengan 
mernpertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku. 

(4) Jumlah keanggotaan komite medik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan jurnlah Staf Medis dirumah sakit. 

Pasal54 

Susunan Organisasi Komitc Medik terdiri dari : 

a. Ketua; 
b. Sekretaris; clan 
c. Anggota yang dibagi dalam sub kornite. 

Pasal 53 

Paragraf Kesaru 
Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Kewenangan 

( 1) Komite medik merupakan orga.nisasi non struktural dirurnah sakit yang 
ciibentuk dengan Keputusan Direktur. 

(2) Kornite medik sebagai.mana dirnaksud pada ayat (1) bukan mcrupakan wadah 
perwakilan Star Meciis. 

(3) Kornite Meciik bcrkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. 
(4) Komite medik rnempunyai masa kerja 2 (dua) tahun. 
(5) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan surnber daya yang diperhrkan 

bagi komite medik untuk melaksanakan fungsinya. 

Pasal 52 

Bagian Kedua 
Kornite Medik 

(1) SMF diberhentikan dengan horrnat karena: 

a. Telah rnernasuki masa pensiun; 
b. Permintaan sendiri; 
c. Tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai staf medis; dan 
d. Berhalangan tetap selarna 3 (tiga) buJan berturut-turut. 

(2) Staf Medis Fungsional (SMF) dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila 
meiakukan pebuatan melawan hukurn dengan ancarnan pidana lcbih dari 5 
(lima) tahun. 

Pasal 51 



(I) Organisasi sub kornite mutu profesi medis sebagaimana di.maksud dalam Pasal 
56 ayat (3) huruf b sckurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan 
anggota yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada ketua komite 
rncdik. 

Pasal 57 

(1) Organisasi sub komite kredensial staf medis scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, 
dan anggota yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada ketua komite 
rnedik. 

(2) Sub kornite krcdensial staf mcdis sebagaimana dimaksud pada ayat [L] 
mernpunyai tugas meningkatkan profesionalisrne staf rnedis. 

(3) Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sub kornite 
kredensial staf mcdik menyelcnggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkornpilasian daftar kewenangan 

klinis sesuai dengan rnasukan dari kelornpok staf rncdik berdasarkan 
norma keprofesian; 

b. Penyclenggaraan perneriksaan dan pcngkajian terhadap : 
l. Kompctensi; 
2. Kesehatan fisik dan mental; 
3. Perilaku; dan 
4. Etika profesi 

c. Penyelenggaraan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; 
d. Penyelenggaraan penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang 

adekuat; 
e. Penyclenggaraan pelaporan basil penilaian kredensial dan menyampaikan 

rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; 
f. Penyelenggaraan proses rekredensial pada saat berakhimya masa berlaku 

surat pcnugasan klinis dan adanya perrnintaan dari komite medik; dan 
g. pernberian rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat 

penugasan klinis. 

Pasal 56 

b. Memelihara rnutu profesi Staf Medis; dan 
c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profcsi medik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas komite medik merekomendasikan : 
a. Usulan rincian kewenangan klinis; 
b. Usulan perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis; 
c. Tindak lanjut audit medik yang dilakukan oleh sub komite mutu; 
d. Melakukan pendampiogan (proctoring) bagi staf medik; 
e. Memberikan untuk tindakan disiplin; dan 
f. Surat penugasan klinis. 

(3) Untuk melaksanakarr tugas dan kewenangan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat [I] dan ayat (2) kornite medik dibagi dalam 3 (ciga) sub kornite, yairu: 

a. Sub komite kredensial Staf medis: 
b. Sub komite profesi mcdis; dan 
c. Sub komite etika dan disiplin Profesi Medis. 

(4) Sub kornite sebaga.imana dimaksud pada ayal (3) huruf a, sarnpai dengan 
huruf c terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang staf medis yang rnerniliki 
surat pcnugasan klinis (clinical appointment) di rumah sakit dan berasal dari 
disiplin ilmu yang berbeda. 



Pasal 58 
(1) Organisasi sub komite etika dan disiplin profcsi rnedis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, 
sekretaris dan anggota yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada 
kctua komite medik. 

(2) Sub kornite etika dan disiplin profesi medik sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1), mempunyai tu gas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf rnedik. 

(3) Dalarn melaksanakan nrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub komite 
etika dan disiplin profcsi medik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan pcmbinaan etika dan dislplin profcsi kedokteran; 
b. Penyelenggaraan perneriksaan staf medik yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin; 
c. Penyelenggaraan pemberian rekornendasi pendisiplinan pelaku profesional 

dirumah sakit; dan 
d. Penyelenggaraan pemberian nasehat/ pertirnbangan dalam pengambilan 

kepurusan etis pada asuhan medik pasien. 
(4) Pernbinaan etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a, dilakukan oleh sebuah panel yang dibenluk oleh ketua sub komitc 
etika dan disiplin profcsi medis. 

(5) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari 3 (liga) orang star rnedik 
a tau lebih dalarn jumlah ganjil dcngan susunan sebagai berikut: 

a. 1 (satu) orang dari sub komite etik dan disiplin profesi yang memiliki 
disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa. 

b. 2 (dua] orang atau lcbil1 staf mcdik fungsional dari disiplin ilmu yang sama 
dcngan yang diperiksa, dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar 
rumah sakil. 

(2) Sub komite rnutu profesi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme Staf 
Medis. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub komite 
mutu profesi rnedik rnenyelenggarakan [ungsi sebagai berikut : 

a. Penyelcnggaraan audit rnedik; 
b. Pcayelenggaraa.n pemberian rekornendasi perternuan ilrniah internal dalam 

rangka pendidikan bcrkelanjutan bagi staf rnedis; 
c. Penyelenggaraan pernberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka 

pendidikan berkelanjuran bagi staf rncdik; 
d. Penyelenggaraan pernberian rekornendasi pendapingan (proctoring) bagi 

staf medis yang mernbutuhkan; dan 
e. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian mutu profesi dilakukan 

mclalui: 
1. Pemantauan kualitas, misalnya laporan pagi (morning report}, kasus 

sulit, ronda ruangan , kasus kernatian (death case), audit rnedik, 
mcmbaca referensi Uounwl reading); 

2. Tindak lanjui terhadap temuan kualitas, antara lain pelatihan singkal 
(short course), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidika.n 
kewcnangan tambahan. 



Dokter penanggungjawab pasien (DPJP) rawat jalan rnaupun rawat inap harus dari 
anggota SMF' yang sama di Rumah Sakit dan dengan izin Direktur. 

Pasal 62 

Pasal 61 
Direktur dapat memberikan surat penugasan klinis sernentara (temporary clinical 
appointment) kepada dokter tamu atau dokter pcngganti. 

Psal60 
( l) Pernberian kcwcnangan klinis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

diberikan direktur melalui penerbitan Surat Penugasan Klinis. 
(2) Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayal { 1) diberikan 

kepada staf medis sebagai dasar unruk melakukan pelayanan medis di rumah 
sakit. 

(3) Berdasarkan surat penugasan klinis {cliriical appointment) scbagaimana 
di.maksud pada ayar (1). maka seorang star medis tergabung menjadi anggota 
kelornpok (member) star medis yang merniliki keweoangan klinis untuk 
melakukan pelayanan medis dirumah sakit. 

(4) Direktur dapat mengubah, rnembekukan untuk waktu tertentu, atau 
mengakhiri penugasan klinis {clinical appointment) seorang staf medis 
berdasarkan pertirobangan kornite medik atau alasan tertentu. 

(5) Dcngan dibekukan atau diakhirinya penugasan klinis (clinical appointment) 
seorang staf rnedis tidak berwenang lagi rnelakukan pelayanan rnedis dirumah 
sakit. 

Paragraf Ketiga 
Surat Penugasan Klinis 

Paragraf Kedua 
Kewenangan Klinis Staf Medis 

Pasal 59 

(1) Setiap dokter/dokter gig1 yang diterima sebagai staf rnedik rumah sakit 
diberikan kewenangan klinis (clinical previlege) oleh direktur berclasarkan 
rekomendasi komite medik. 

(2) Untuk dapat mcmberikan rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
komite medik menetapkan rincian kewenangan klinis {delination of clinical 
previlege) dari syarat-syarat kornpetensi yang dibutuhkan unruk sctiap jenis 
pclayanan rnedis bagi setiap jenis pelayanan dirumah sakit. 

(3) Penetapan rincian kewenangan dan syarat kornpetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didokumentasikan oleh kornite medik dalarn buku putih (white 
paper). 

(4) Pcnetapan rincian kewenangan klinis clan syarat-syarat kornpetcnsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) berpedornan pada norma keprofesian 
yang ditetapkan oleh kolegium spesialisasi. 

(5) Buku Purih (White paper) sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) rnenjadi dasar 
bagi kornite medik dalam mengcluarkan rekomendasi pemberian kewenangan 
klinis untuk star medis. 



Pasal 66 

(1) Surat penugasan klinis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa 
be.rlakunya, staf rnedis yang bersangkutan harus mcngajukan ulang surat 
permohonan kcwenangan klinis kepada direktur, dcngan mengisi forrnulir yang 
telah disediakan oleh rumah sakit. 

(2) Terhadap permohonan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rurnah sakit 
rnelalui sub komitc krcdcnsial staf meclis harus mclakukan rekredensia1 
terha.dap staf rnedis yang bersangkutan. 

(3) Mekanisme dan proses rekreclensial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) pada 
dasarnya sarna dengan mekanisrne dan proses krederisial. 

Paragraf Kelima 
Rekredcnsial 

Pasal 65 
(1) Setelah seorang staf medis dinyatakan kompeten rnelalui suatu proses 

kredensial, direktur menerbitkan surat penugasan klinis, bagi yang 
bersangkutan untuk mclakukan serangkaian pelayanan medis tertentu, 
bcrupa pernberian kcwenangan klinis. 

(2) Tanpa adanya pemberian kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) seorang staf rnedis tidak diperkenankan untuk rnelakukan pelayanan medis 
ru rurnah sakit tersebut. 

Pasal64 
(1) Rekornendasi dari komite rnedik untuk pemberian kewenangan klinis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui proses 
kredensial. 

(2) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu upaya 
rurnah sakit dalarn menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga 
keselarnatan pasien dengan rnenjaga standar dan kompctensi seluruh staf 
rnedis yang akan berhadapan Jangsung dengan pasien. 

(3) Rumah sakit wajib melak ukan proses kredensiaJ sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk memverifikasi keabsahan bukti kompetensi seseorang yang 
menetapkan kewenangan klinis agar yang bersangkutan bisa melakukan 
pelayanan medis dalarn lingkungan spesialisasi, 

(4) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengatur 
agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan 
oleh staf med is yang benar-benar rnerniliki kornpetensi. 

(5) Kompetensi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) rneliputi dua aspck yaitu : 
a. Kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, kctcrampilan dan 

perilaku profesional; dan 
b. Kompetensi fisik dan mental. 

Paragraf Keempat 
Kredensial 

Dalam keadaan darurat atau bencana yang menimbulkan banyak korban, semua 
staf rnedis rumah sakit dapat diberikan kewenangan klinis oleh direkrur unruk 
melakukan tindakan penyelarnatan diluar kewenangan klinis yang dirnilikinya, 
sepanjang yang bersangkutan rnerniliki kemampuan untuk melakukannya. 

Pasal63 



Pasal 70 

(1) Ra.pat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b diadakan 
apabila : 

a. Ada perrnintaan yang ditanda tangani oleh paling sedikil 3 (tiga] anggota 
star medis; 

b. Ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak unruk segera 
ditangani dalam rapat komite rnedik 

(2) Rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per 
tiga) a:nggota kornitc mcdik atau apabila quorum tidak tercapai maka rapat 
khusus dinyatakan sah setelah ditunda pacla hari berikutnya. 

(3) Undangan rapat khusus harus disarnpaikan oleh kctua komire medik kepada 
seluruh paling larnbat 24 (dua puluh ernpat] jam sebelurn diJaksanakan. 

(4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapai 
terse but. 

Pasal 69 
(1) Rapat rutin sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan paling 

sedikit l (satu) kali setiap bulan. 
(2) Rapat rutin bersama sernua kelornpok staf medis dan atau dengan semua staf 

medis, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. 
(3) Rapat dipirnpin oleh ketua komite medik atau wakil ketua dalam hal ketua 

tidak hadir atau oleh salah satu dari anggota yang hadir dalam hal ketua dan 
wakil ketua komite medik tidak hadir. 

(4) Rapat dinyatakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota 
ketua medik atau apabila quorum tersebut tidak tercapai rnaka rapat 
dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali penundaan pada hari jam 
dan ternpat yang sama minggu berikutnya. 

(5) Sctiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota harus 
dilampiri salinan hasil rapat rutin sebelumnya. 

Rapat kornite medik terdiri atas : 
a. Rapat Rutin; 
b. RapatKhusus;dan 
c. Rapat Tahunan. 

Paragraf Keenam 
RapatRapat 

Pasal 68 

Pasal 67 
(1) Mekanisme kredensial dan rekredensial di rumah sakit merupakan 

tanggungjawab kornite medik. 
(2) Proses kredensial dan rekredensial dilaksanakan oleb sub komite kredensial 

staf medis. 

(4) Proses rekredensial sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menghasilkan 
rekomendasi komite medik kepada direktur berupa: 
a. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; 
b. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; 
c. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; 
d. Kewenangan l<linis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertcntu; 
e. Kewcnangan klinis yang bersangkutan d.iubah/dimodifikasi; dan/atau 

kcwenangan klin is yang bersangkutan diakhiri. 



Pasal 76 
(1) Pcrnbinaan dan pengawasan penyelenggaraan kornite medik dilakukan oleh 

dircktur rumah sakit dengan melibatkan perhimpunan kegiatan profesi yang 
terkait sesuai dengan fungsi masing-rnasing. 

(2) Pernbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diarahkan 
unruk mcningkatkan kinerja kornite medik dalarn rangka rnenjarnin rnutu 
pclayanan medik clan keselamatan pasien dirurnah sakit. 

BAB V 
PEMB!NAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 75 
(1) Dalarn mclaksanakan tugas clan fungsinya komite mcdik dapat dibantu oleh 

panitia adhoc. 
(2) Panitia adhoc sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) ditctapkan oleh direktur 

berdasarkan usulan ketua kornite rncdik. 
(3) Panitia adhoc sebagaimna dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf rnedis yang 

tergolong sebagai mitra bestari. 
{4) Staf medis yang tergolong sebagai rnitra bestari sebagairnna dimaksud pada 

ayat (3) dapal berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter 
spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau instansi pendidikan 
kedokteran/kedokteran gigi. 

Paragraf Ketujuh 
Panitia Adhoc 

Pasal 74 
(l) Direktur dapat rnengusulkan perubahan atau pernbatalan setiap keputusan 

yang diarnbil pada rapat rutin atau rapat kbusus sebelurnnya dengan syarat 
usu! tersebut dicanturnkan dalarn pembcritahuan atau undangan rapat. 

(2) Dalam ha! usulan pcrubahan aiau pembatalan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayal (l ) tidak diterirna dalarn rapat maka usulan tersebut 
tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan tcrhitung scjak saat 
ditolaknya usulan tersebur. 

Pasal 73 
(1) Kcputusan rapat kornite rnedik didasarkan pada suara terbanyak setelah 

dilakukan pemungutan suara. 
(2) Dalarn ha! jumlab suara yang diperolch sama rnaka kctua atau wakil ketua 

bcrwcnang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. 
(3) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota komite medik yang hadir. 

Pasal 72 

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 68 
huruf b dan huruf c wajib dihadiri oleh direktur, wakil dircktur pelayanari clan 
pihak-pihak lain yang ditenrukan oleh ketua kornite medis. 

Pasal 71 

Rapat tahunan komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, 
diselenggarakan sekali dalam setahun. 

(5) Rapat khusus yang dirninta oleh anggota staf medis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
diterimanya surat permintaan rapat tersebut. 



BAB VI 
TATAKERJA 

Pasal 80 
(1) Dalarn melaksanakan rugasnya direkrur, kepala bagian, kepala bidang, kepala 

sub bagian, kepala seksi, komite rnedik dan perugas instalasi wajib 
menerapkan prinsip koordinasi. inregrasi, simplikasi dan sinkonisasi baik 
internal rnaupun an tar satuan kerja/ unit organisasi lainnya, scsuai tugas, 
fungsi dan rnekanisrnc yang ditctapkan. 

Pasal 79 
Pcmberian sanksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 76 dilakukan oleh direktur 
setelah mendengar pendapat kornite medik dengan mempertimbangkan ti.ngkat 
kesalahannya, yang benruknya dapat berupa: 

a. Teguran lisan atau tertulis; 
b. Penghentian praktik untuk sernentara waktu; 
c. Pemberhentian dcngan tidak horrnat bagi staf medis fungsional; atau 
d. Pernutusan perjanjian kerja bagi staf medis mitra yang masih berada dalarn 

rnasa kontrak. 

Pasal 78 
Seluruh staf med.is rurnah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap aturan 
perundang-undangan , aturan rurnah sakit, klausul-klausul dalam perjanjian kerja 
atau etika dapat diberikan sanksi yang bcratnya tergantung dari jenis dan berat 
ringannya pelanggaran. 

( 1) Dalam hal staf rnedis dinilai kurang mampu a tau melakukan tindakan klinik 
yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan 
dan/atau kematian maka kornite rncdik dapat melakukan pcnelitian. 

(2) Bila basil pcnelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mernbuklikan bahwa 
staf rncdik melakukan tindakan yang udak sesuai dengan standar pelayanan, 
maka komite medik dapat mcngusulkan kcpada direktur agar staf medis yang 
bersangkutan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi. 

(3) Pernberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) harus dituangkan 
dalam bentuk kepurusan dircktur dan disarnpaikan kepada staf medis yang 
bersangkutan dengan ternbusan kepada kornite medik. 

(4) Dalam hal staf medis tidak dapat menerirna sanksi sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (3) maka yang bersangkutan dapat rnengajukan sanggahan secara 
tertulis dalam waktu paling lama 15 (lima belas] hari sejak diterimanya surat 
keputusan, 

\5) Dalarn waktu paling lama 15 (lirna belas) hari sejak diterirnanya surat 
sanggahan, direktur harus menyelesaikan secara adil dan scimbang dcngan 
mengundang sernua pihak yang terkait. 

(6) Penyelesaian sebagairnana dimaksud pada ayat (5) bersifai final. 

Pasal 77 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan rnelalui: 

a. Advokasi, sosialisasi, dan birnbingan teknis; 
b. Pelatihan dan pen.ingkatan kapasitas surnbcr daya manusia: dan 
c. Monitoring dan evaluasi. 

(4) Dalam rangka pembinaan, pihak-pihak yang berianggungjawab dapat 
mcmberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis. 



(l) Penyclenggaraan pclayanan di ru.ma.h sak.it dilaksana.kan olcb reriaga rumah 
sakit yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, 
renaga kesehatan rnasyarakat, tcnaga gizi, tenaga kctcrapian Iisik , tenaga 
keteknisian rnedis dan tenaga non kesehatan. 

(2) Tenaga di rumah sakit sebagaimana dlmaksud pada ayai (1) terdiri atas 
pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non PNS. 

Pasal 82 

BAB vu 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSlA 

Bagian Kesatu 
.Jenis Tenaga 

(1) Setiap pimpinan saruan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing­ 
masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib rnengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setia.p pirnpinan satuan unit kerja bertangguog jawab mernimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mcnyusun rencana kerja iahunan. 

(3) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematubi petunjuk 
dan bertanggungjawab kepada atasan serta mcnyampaikan laporan berkala 
pada waktunya. 

(4) Setiap Iaporan yang diterima oleh setiap pirnpinan saruan unit kerja dari 
bawahan , wajib dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
kebijkan lebih Ianjut, 

(5) Dalam menyampaikan laporan masin-masing kepada atasan, ternbusan 
Japoran disarnpaikan kepada satuan unit kerja lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja 

Pasal81 

(2) Bagian, bidang, sub bagian dan seksi masing-rnasing dipimpin oleh seorang 
kepala yang bertanggungjawab secara berjenjang sesuai ketenruan peraturan 
perundang-undaogan; 

(3) Setiap pimpinan/kepala satuan unit organisasi pada rumah sakit wajib 
melaksanakan pengawasan/pengendalian dan pembinaan terhadap 
bawahannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

(4) Dalarn hal direktur berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karcna 
sesuatu hal, Bupati dapat menghunjuk salah satu bidang untuk 
melaksanakan tugas dircktur sesuai ketentuan pcraturan perundang­ 
undangan. 

(5) Apabila kepala bagian/kepa)a bidang berha.langan dalam melaksanakan 
tugasnya karena sesuatu hal, direktur mengusulkan salah satu kepala sub 
bagian/kepala seksi yang telah memenuhi persyaratan untuk rnelaksarikan 
rugas kepala bagian/kcpala bidang sesuai standar yang ditetapkan Kepada 
Bupati; 

(6) Dalarn hal koordinasi, lntegritasi dan sinkronisasi dilakukan dengan instansi 
diluar rurnah sakit, wajib sepengetahuan danj atau perserujuan pejabat 
pcngelola rurnah sakit. 



Pasal 87 
(1) Disiplin pegawai ditunjukkan melalui nila-nilai ketaatan, kcpatuhan, kesetian , 

keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan da1am : 
a. Dafrar Hadir; 
b. Daftar Usulan Penilaian Angka kredit (DUPAK) clan Penetapan Angka Kredit 

(PAK); 
c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 

Bagian Kelima 
Disiplin pegawai 

Pasal 86 
(1) Mutasi pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan 

pengembangan karir. 
(2) Mutasi pegawai sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengn 

rnempertimbangkan: 
a. Penempatan sescorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan 

keterarn pilannya; 
b. Masa kerja di unit kerja terrentu: 
c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu; 
d. Kegunaannya dalam menunjang karir dan/atau karir: dan/atau 
c. Kondisi Iisik dan psikis pegawai. 

Bagian Kcempat 
Mutasi Pegawai 

Pasal 85 
Penghargaan yang diberikan kcpada pegawai berstatus PNS dapat berupa: 
a. Kenaikan pangkat dengan sistern regular atau keuaikan pangkat pilihan; 
b. Kenaikan gaji berkala; dan 
c. lntensif; 
d. Pensiun. 

Pasal 84 
Untuk rnendorong rnotivasi kerja dan produktivitas, rurnah sakit mernberikan 
penghargaan bagi pegawai yang rnernpunyai kinerja baik. 

Pasal 83 
(1) Pengangkatan pegawai berstatus PNS dilakukan menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pengangkatan pegawai bcrsratus non PNS dilakukan berdasarkan kepurusan 

direktur. 
(3) Mekanisrne pengangkatan pcgawai berstatus non PNS sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (2) diatur dalarn peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Penghargaan 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Pegawai 



Pasal89 
(I) Rcmunerasi rnerupakan irnbalan kerja yang cl a pat berupa gaji, tunjangan 

tetap, honorarium, intcnslf, bonus atas prestaai, pesangon dan/atau pcnsiun 
yang diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai rumah sakit dan dewan 
pengawas yang ditetapkan oleh Bupati. 

BAB Vil 
REMUNERASl 

Bagian Kcenam 
Pemberhcntian Pegawai 

Pasal 88 
( 1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pernberhentian pcgawai non PNS dilakukan dengan ketentuan scbagai berikut: 

a. Mengundurkan diri; 
b. Meningga1 dunia; 
c. Melanggar perjanjian kerja; 
d. Melakukan tindak pidana dengan ancarnan hukuman 2 tahun atau lebih 
e. Tidak masuk kerja selarna 3 hari kerja secara akumulatif selarna l tahun 

tanpa keterangan; 
I, Berhalangan terhadap karcna sakit sehingga tidak dapat melaksanakan 

tugas; dan 
g. penyedcrha.naan organisasi. 

b. Untuk pegawai berstatus non PNS : 
1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : 

a. Teguran lisan; dan/atau 
b. Teguran terrulis; 

2. Hukurnan disipin berat yaitu pemberhentian. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pcgawai sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) diberikan hukuman sesuai tingkat dan jenis pelanggarannya, sebagai 
berikut; 
a. Untuk pegawai berstatus PNS: 

1. Hukuman disiplin ringan, yang tcrdiri dari 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; dan/atau 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. H.ukuman disiplin sedang, yang terdiri dari : 
a. Penundaan kcnaikan gaji berka1a untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
b. Penurunan gaji scbesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 

lama l ( satu] tahun; dan/atau 
c. Periundaan kenaikan pangkat unruk paling lama l (satu] tahun. 

3. Hukurnan disiplin berat yang terdiri dari : 
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 

[satu) tahun; pembedasan dari jabatan; 
b. Pemberhcntian dengan hormat tidak atas permintaan scndiri; 

dan/atau 
c. Pemberhentian tidak hormat scbagai PNS. 



( 1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai berstatus PNS dialokasikan melalui 
Anggaran Belanja Tidak Langsung. 

(2) Pernberian honorarium bagi pegawai BLUD dialokasikan rnelalui anggaran 
Belanja Langsung. 

(3) Alokasi anggaran inscnlif, bonus dann honorarium bagi Pejabat Pengelola, 
Pejabat Pelaksana Keuangan, Pejabat, Pelaksana Teknis, Pegawai, Dewan 
Pengawas, Sekretaaris Dewan Pcngawas dan Tim Pembina Rumah Sakit 
dianggarkan melalui Anggaran Belanja Langsung. 

(4) Alokasi anggaran insentif untuk Pejabat Pengelola seringg-tingginya 10% 
(sepuluh persen} dari realisasi Pcndapatan Kas Jasa Pelayanan. 

(5) Alokasi anggaran insentif, bonus clan honorarium bagi Pejabat Pelaksana 
Keuarigari, Pcjabat Pelaksana Teknis, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan 
Pengawas dan Tim Pembina Rumah Sakit setinggi-tingginya 5% (lirna persen) 
dari realisasi Pendapatan Kas pelayanan. 

Pasal 91 

Pasal 90 
(1) pcrbandingan rumusan remuncrasi diambil dari pcndapatan Rumah Sakit 

dibagj atas 40% untuk pelaksanaan operasional diatur kembali dalarn RBA dan 
60% untuk Jasa Pelayanan diatur Kernbali dalam Keputusan Direktur. 

(2) Besaran rernunerasi bagi pegawai didasarkan pada indikator penilaian yang 
meliputi lndeks: 

a. Basic index; 
b. Kompetensi; 
c. Position index; 
d. Emergency; 
e. Resiko kcrja: 
f. Indcks kinerja; 

(3) Besaran remunisasi bagi pegawai dan Dewan Pengawas ditetapkan dengan 
Kepurusan Dircktur, 

(2) Pernbcrian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
prinsip : 
a. Proporsionalilas, yaitu pcrtimbangan atas kclas rumah sakit dan tingkat 

pelayanan. 
b. Kesehatan, yaitu dengan mernpertimbangkan industri pelayanan sejenis; 

dan 
c. Kepatutan , yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan fungsional rumah 

sakil. 
(3) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pernberian remunersi dianggarkan 

dalam DPA paling tinggi 40% (empaL puluh persen) dari realisasi peridapatan 
rurnah sakit: 

(4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk 
pemberian remunerasi bagi : 
a. Pejabat pengclola; 
b. dewan pengawas; dan 
c. pegawai rumah sakit. 



Pas.al 96 

(1) Dalam pengclolaan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Paaal 95 ayat (2) 
rumah sakit sebagai SKPD dengan status BLUD penuh memperoleh 
Ileksibiliias berupa : 

a. Pengelolaan pcndapatan clan biaya: 
b. Pengelolaan kas; 

Bagian Kesatu 
Fleksibilitas 

Pasal 95 
(1) Pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, 

efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi. 
(2) Dalam rangka penera.pan prinsip dan azas sebaga.imana dimaksud pada ayat 

(1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi 
berbasis Akrual, 

BABX 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pasal 94 
(1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 93 huruf a, 

yaitu mengutamakan kcgiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas 
clan fungsi rumah sakit. 

(2) Terukur sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 93 huruf b, rnerupakan kegiatan 
yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. 

(3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 93 huruf c, merupakan 
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapainnya, rasional, sesuai 
kernampuan dan tingkat pemanfaatannya. 

(4) Relevan dan dapat diandalkan scbaga.imana dirnaksud dalarn Pasal 93 hun1f 
cl, merupakan kegiaian yang scjalan, berkaitan clan dapat dipercaya untuk 
rnenunjang rugas dan fungsi rumah sakit. 

(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e, merupakan 
kescsuaian jadwal dan kegiatao pelayanan yang telah ditetapkan. 

Pasal 93 
Standar Pelayanan Minimal harus mernenuhi persyaratan; 

a. Fokus pada jcnis pelayanan; 
b. Terukur; 
c. Dapat dicapai; 
d. Relevan clan dapat diandalkan: dan 
c. Tepat waktu. 

Pasal 92 

(1) Untuk rnenjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualiras pelayanan yang 
diberikan oleh Rumah Sakit Direktur menetapkan Standar Pelayanan Minimal. 

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ), harus 
mempertimbangkan kualitas layanan, pernerataan , clan kesetaraan Jayanan 
serta kcmudahan untuk mendapatkan layanan. 

BABJX 
STANDAR PELAYANAN MrNJMAL (SPM) 



Pasal 100 
(1) RSB sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 99 dijabarkan dalam rencana kerja 

dan rencana bisnis anggaran (RBA) Rumah sakit. 
(2) RBA sebagairnaria dirnaksud pada ayat (1) disu sun berdasarkan prinsip 

anggaran bcrbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya meriurut jenis 
layanan, kebutuhan peridanaan dan kemampuan pendapatan yang 
diperkirakan akan diterima dalarn masyarakat, APBN, APBD, Hibah dan 
sumber-surnber pendapatan BLUD lainnya yang sah dart tidak meningkat. 

Pasal 99 
(1) Direktur wajib mcnetapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakil 

setiap 5 (Lima} tahun sckali. 
(2) RSB Ru mah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, yang 
terlebih dahuJu dikoordinasikan dengan Bappeda. 

Bagian Ketiga 
Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal98 
(1) Besaran tarif kelas 111 RSUD Kotapinang Kabupatcn Labuhanbatu Selatan 

dalarn Peraturan Daerah. 
(2) Besaran tarif selain tarif kelas Ill ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 

mcmperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
mernpertimbangkan daya beli rnasyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta 
kompetisi yang sehat. 

Pasal97 
(1) Rumah sakit dapat memungut biaya kepada rnasyarakat sebagai imbalan atas 

barang dan/ataujasa layanan yang diberikan. 
(2) lmbalan atas baning dan/atau jasa layanan sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya 
saruan per unit layanan atau hasil per investasi dana. 

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terrnasuk imbal hasil yang wajar 
dari invcstasi dana dan untuk menutup seluruh atau scbagian dari biaya atau 
per unit layanan. 

(4) Terif layanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dapat berupa besaran tarif 
dan/atau tarif sesuai jenis layanan rumah sakit. 

Bagian kedua 
Tarif Pelayanan 

c. Pengelolaan utang; 
d. Pengelolaan piutang; 
e. Pengelolaan invcstasi: 
f. Pengelolaan barang dan/ataujasa; 
g. Pengadaan barang 
h. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; 
1. Pengelolaan surplus dan defisir; 
J· Pengelolaan dana secara langsung dan 
k. Pcrurnusan standar, kebijakan, sistern, dan prosedur pengelolaan 

keuangan 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ileksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayar 

( l) diatur dalam Peraturan Bupati. 



(1) Pendapatan rurnah sakit yang bersurnber dari jasa layanan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 101 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa 
la.ya.nan yang diberikan kepada masyarakat, 

(2) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 101 huruf b bersarna hibah ierkait dan/arau hibah tidak terkait. 

(3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 
huruf c berupa perolehan dari kerjasarna operasional, sewa menyewa dan 
usaha lainnya yang mendu.kung tugas dan fungsi rumah sakit. 

(4) Pendapatan rurnah sakit yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 huruf d merupakan kewajiban dari pemerintah Daerah untuk 
pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. 

(5) Pendapatan rurnah sakit yang bersumber dari APBN scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 huruf e berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah 
dalarn rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembaruuan dan 
lain-lain. 

(6) Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaiman dirnaksud daJam 
Pasal 1 O l huruf f. antara lain: 

a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
b. Hasil pernanfaatan kekayaan; 
c. Jasa giro; 
d. Pendapatan bunga; 
e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

Pasal 102 

Pasal 101 
Pendapatan Rumah Sak.it dapat bersumber dari : 

a. Jasa layanan; 
b. Hibah ; 
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; 
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 
e. Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (APBN); clan 
f. Lain-lain pendapatan rurnah sakit yang sah. 

Bagian Keempat 
Pendapatan 

(3) RBA scbagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 
a. Kinerja tahun berjalan; 
b. Asumsi rnakro dan mikro; 
c. Target kinerja; 
d. Analisis dan perkiraan biaya saruan; 
e. Perkiraan harga; 
f. Anggaran pendapatan dan biaya; 
g. Besaran persentase ambang batas; 
h. Prognose laporan keuangan; 
i. Perkiraan rnaju (forward estimate); 
J· Rencana pengeluaran investasi/modal; dan 
k. Ringkasan pcndapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA- 

SKPD / APBD 
(4) RBA scbagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan usulan program, 

kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya darl keluaran yang akan 
dihasilkan. 



Pasal 105 
(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayai (2) terdiri 

dari: 
a. Biaya Pelayanan; dan 
b. Biaya Umum da.n administrasi. 

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf a, rncncakup 
seluruh biaya operasional yang berhubungan Jangsung dengan kegiatan 
pc.:laya.nan. 

(3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 
a. Biaya pegawai; 
b. Biaya bahan; 
c. Biaya jasa pelayanan; 
d. Biaya pemeliharaan; 

Pasal 104 
(1) Biaya Rurnah Sakit Umum terdiri dari biaya operasional dan biaya non 

operasional; 
(2) Biaya Opcrasional sebagaimna dimaksud pada ayat (l) mencakup scluruh 

biaya yang rnenjadi beban Rumah Sakit Urnurn dalam rangka menjalankan 
rugas dan fungsinya; 

(3) Biaya non operasional sebagairnana dirnaksud pada ayal (1) rnencakup scluruh 
biaya yang menjadi beban Rurnah Sakit Urnurn dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsinya; 

(4) Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 
mcmbiayai program peningkatan pelayanan kegiatan pelayanan dan kegiatan 
pendukung pelayanan; 

(5) Pembiayaan program dan kegiata.n sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), 
dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program da.n kegiatan. 

Bagian Kelirna 
Bia ya 

(1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana climaksud dalarn Pasal 101, 
kccuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dike!ola langsung untuk 
membiayai operasional rumah sakit berdasarkan RBA. 

(2) Hibab terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai 
perunrukannya. 

(3) Scluruh pendapatan rumah sakit sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 101 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui rckening kas 
rumah sakit dan dicatat dalarn kode rekening kelompok pendapatan asli 
daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek 
pendapatan rurnah sakit. 

(4) Scluruh pendapatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 
pejabat pengelola keuangan daerah setiap triwulan. 

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 103 

f. Komisi, potongan ataupun bcntuk lain scbagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/acau jasa oleh rumah sakit; dan 

g. Hasil investasi. 



PasaJ 115 

(1) Pa.sien Rumah Sakil berhak untuk : 
a. Mengetahui semua peraturan dan ketentuan rurnah sakit yang mengatur 

nak dan kewajiban tara tcrtib dan Jain-lain hal yang berkaitan dengan 
pasien; 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Pasieu 

Pasal 114 
(1) Dokter Rurnah Sakit berhak mendapatkan inforrnasi yang Iengkap dan jujur 

dari pasien yang dirawat atau keluarganya. 
(2) Dokter Rumah Sakit bcrkewajiban untuk : 

a. Mcrahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahka.n 
juga setelah pasien itu mcninggal dunia; dan 

b. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, etika dan hukurn profesi kedoktcran. 

Bagian Kesaru 
Hak dan Kewajiban Dokter 

Pasal 113 

(1) Rurnah sakit berhak mernbuat peraturan tcntang kerahasiaan dan inforrnasi 
media yang berlaku. 

(2) Rumah Sakit berhak merninta persetujuan dari keluarga pasien untuk 
tindakan yang akan dilakukan pada pasicn. 

(3) Ruman Sakit berhak merninta persetujuan keluarga pasien untuk bisa 
rnengikuti peraturan yang berlaku di RSUD Kotapinang. 

(4) Ru.mah Sa.kit Wajib menyimpan rekam medis scsua.i dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(5) Rckam Medis sebagaimana dapat diberikan kepada: 
a. Pasicn ataupun pihak lain atas izin pasicn secara iertulis; dan 
b. Pcngadilan untuk kepentingan peradilan sesuai dcngan peraturan 

pcrundang-undangan. 

BAB XII 
HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT 

e. Biaya barang dan jasa; dan 
r. Biaya pelayanan lain-lain. 

(4) Biaya u.mum dan administrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung 
dengan kegiatan pclayanan; 

(5) Biaya urnurn dan aclministrasi scbagaimana dirnaksud pada ayat (4) terdiri 
dari: 
a. Biaya pegawai; 
b. Biaya administrasi kantor; 
c. Biaya pemeliharaan; 
d, Biaya barang dan jasa; 
e. Biaya promosi. 

(6) Pengelolaan surnber daya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dimanfaatkan 
seoptimal rnungkin untuk kepenungan rnutu pelayanan dan kclancaran 
pelaksanaan tugas pokok clan fungsi Rumah sakit. 
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Pasal l l6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penernpatarmya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Sclata.n. 

BAB xui 
KENTENTUAN PENUTUP 

b. Memanfaatkan isi rckarn rnedis untuk kepenl.i.ngan pcradilan. 
c. Mcndapatkan pcnjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang 

akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu: 
l. Diagnosa atau alasan yang rnendasari dilakukannya tindakan medis; 
2. Tujuan tinclakan medis; 
3. Tatalaksana tindakan rnedis: 
4. Alrernatif tindakan lain jika ada; 
5. Resiko dan kornpl.ikasi yang mungkin ierjadi; 
6. Akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan; 
7. Prognosis rerhadap tindakan yang dilakukan; 
8. Resiko yang akan ditanggung jika pasicn meriolak; 
9. Tindakan rnedis. 

d. Meminta konsuttasi kepada dokter lain (Second opinion) terhadap penyakit 
yang dideritanya dcngan sepengeLahuan dokter yang merawatnya; dan 

c. Mengakses, mengkorcksi clan mendapatkan isi rekam rncdis. 
(2) Pasien rumah sakit berkewajiban untuk : 

a. Membcri.kan i.nformasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan rnasalah keschatan; dan 

b. Mentaati seluruh prosedur yang ada di rumah sakit. 


